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STRICT LIABILITY, VICARIOUS LIABILITY, DAN
KEJAHATAN EKONOMI

leh:
Titik Subarti .

Pengantar _ .
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan vang herk-.:smamhupgan
vang mehiputi seluruh kehidupan masvarakat, bangsa dan negara. Dalam p-embanlgunan nasn_:-ml
terdapat tahap jangka panjang dan tahap jangka pendek. Tahap pembangunan ]Hﬁgkﬂ; pamjang
adalah 25 tahum, sedangkan tahap pembangunan jangka pendek adalah 5 whun. Setiap tahap
pembangunan mempunyval prioritas vang berbeda-beda, namun pembangunan bidang ckonomi

sclalu menjadi prioritas wtama dan bertumpu pada trilogl pembangunan.

Adapun trilogi pembangunan adalah :

I. pemerstaan pembangunan  dan  hasil-
hasilnya menuju terciptanya kemakmuran
vang berkeadilan  sosial  bagi  seluruh
rakvat Indonesia.

2. penumbuhan ekonomi yang cukup tinggl.

3. stabilitas nasional yvang sehat dan dinamis,

Agar  tercapar  tujuan pembangunan
ekonomi  vang berdasar pada nlog
pembangunan, maka perlu dipikirkan hal-hal
vang menjadi penghambat tercapainya tujuan
pembangunan ekonomi

Pada masa modernisas dan globalisasi

seperti sekarang ini, telah teradi peningkatan
kejahatan, batk  peningkatan  kuantitas,
khususnyva kejahatan &1 bidang ckonomi
Banvak sarana dan prasarana vang menjadi
faktor pendukung pemingkatan  kegahatan
ekonomi. Dalam perkembangannya, kejahatan
ekonomi  tidak  hanva  dilakukan olch
perorangan (natuurlijke persoon), tetapi juga
dilakukan oleh korporasi, Korporasi sebagm
pelaku kejahatan semakin memegang peranan
penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,
karena kejahawan korporasi selalu berkaitan
erat dengan kegiatan ekonomi atay dunia
usaha

Peningkatan  kejzhatan  ekonomu,
terutama kejahatan ekonomi yang dilakukan
aleh korporasi, akan mengganggu tercapainya
tujuan  pembangunan ekonomi.  Kejahatan
ekonomi vang dilakukan oleh korporasi akan
mempunyai dampak vang sangat luas,

Dengan membahas masalah
PERTANGGUNGIAWABAN PIDANA
KORPORASI  DALAM  KEJAHATAN

EKONOMI, diharapkan dapat mengetahui
akar permasalahan tentang kejahatan ekonomi
vang dilakukan oleh korporasi, selanjutnya
dapat dicari solusi terbaik agar tujuan
pembangunan bidang ekonomi dapat tercapai.

Pendahuluan

Perubahan sosial, pembangunan, dan
modernisasi, akan saling berkaitan erat satu
sama lain. Dikatakan demikian karena
pembangunan dan modermsas adalah suatu
kegiatan yvang dilakukan dengan sengaja untuk
membawa masyarakal kepada perubahan vang
direncanakan atau dikehendaki. Satu hal yang
udak dapat  dielakkan  dalam  proses
modernisasi adalah perubahan fungsi yang
dijalankan dalam masvarakat, yaitu terjadinya
spesialisasi melalun  pembentukan  umit-unit
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khusus menjalankan suatu kegatan (Satipto
Rahardjo, 1983193}

Dalam kerangka proses modemisas:,
khususnyva  kegatan  di badang  ekonomi,
keberadaan suatu korparas: dhanpgpap menjadi
cin utama suatuy. masvarakal industri ataw
modern, Dengan semakin besamva  peran

korporasi  di semua sewt kehidupan
masvarakat, maka ndak menutup
kemungkinan akan terjadi  penvimpangan-

penvimpangan yang didakukan oleh korporasi.

Banvaknva penyimpangan-
penyvimpangan vang dilakukan oleh korporasi
akan menyebabkan terganggunya sistem

perkembangan  ekonomi  itu sendiri.  Hal
tersebut juga berpengarub pada perkembangan
subvek hukum dalam hukem pidana.

Dalam  perkembangannva, subyek
hukum pidana bukan hanva perorangan
(matuurlijke persoon), tetapi juga suatu badan
hukum atau perserikatan atau vang lehih
dikenal dengan korporasi. Ada  banvak
perbedaan antara perorangan sebagp) subvek
hukum pidana dan Korporasi sebagai subvek
hukum pdana.  Dalam  hal  melakukan
perbuatan prdana, korporasi sebagai subvek
hukum pidana akan muncul permasalahan,
vaitu bagaimana bentuk peranggzungjawaban
pidananya.

Untuk 1tu perlu dijelaskan bagaimana
bentuk pertanggungiawaban pidana korporasi
sebagai subvek hukum pidana. Pembahasan
perianggunglawaban pidana korporasi dalam
melakukan perbuatan prdana. khususnva di
mdang ekonomi, memadi priorias  utama
dalam pembahasan kejahatan korporasi. Hal
itu disebabkan karena kejahatan korporasi
selalu berkaitan eral dengan kegiatan ekonomi
atau duma usaha

Ada  perbedaan  pengertian  antara
korporasi  menurut hukum  perdata dan
korporasi menurut hukum pidana. Pengertian
korporasi menurwt hukum perdata disamakan

dengan penpertian badan hukwm, sedangkan
pengertian korporast menurut hukum pidana
lebah s dibanding dabom hukem perdata.
Penperian korporase dalam  hukum pidana
bukan hanva vanyg berbadan hukum tetapi jupga
vang tdak berbadan hukum, sebagaimana
dhatur dalam pasal | Undang-undang No. 31
Tahun 1999 fentang pemberantasan Tindak
PMidana korupsi, vang menvatakan bahwa
korporasi adalah kumpulan orang dan atau
kekavaan yang berorganisasi, baik merupakan
badan hukummaupun bukan badan hukum
Berkaitan denpan masalah
pertanggungjawaban pidana, ada adagium
vang menvatakan bahwa "tidak ada pidana
tanpa kesalahan”™ {geen straf zonder schuld).
Adagium tersebul memberi arti bahwa subyek
hukum pidana vang melakukan perbuatan
pidana ndak dapat dipidena tanpa dibuktikan
telah terpenuhinya ensur kesalahan Adapun
unsur kesalahan vaitu |
I. adanya kemampuan bemanggung jawab
pada si peclaku. dalam pengertian jiwa
pelaku harus sehat dan normal;
adanva hubungan batin anmara si pelaku
dengan perbuatannya, baik yang berbentuk
dolus (kesengajaan) ataw culpa (kealpaan);
uidak adanva alasan pemaafl vang dapat
menghapus  kesalahan (schulduitsluiting
sgrond). {Soemitro dkk, 1984:93)

(%]

Ly

Sehingga untuk  dapat  dipidananya
subvek hukum pidana, maka harusmemenuh
unsur-unsur telah melakykan perbustan pidana
sesual  rumusan  undang-undangmampu
bertanggung  jawab,  dilakukan  dengan
kesengajaan ataukealpaan dan tidak ada alasan
pemaaf. Darl pengertian pertanggungjawaban
pidana tersebut, maka muncul permasalahan

bagaimana  bentuk  peranggungjawaban
pidana korporasi  sebagai  subvek  hukum
pidana.

\..
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Di dalam hukum pidana, pada
umumnva yang dapat dipenanggungjawabkan
adalah st pembuat, walaupun tidak selalu
demikian. Oleh karena itu, ada dua hal yang
perlu  dibedakan, vailu  mengenai  hal
melakukan perbuatan pidana dan
beranggungiawaban pdana. (Sudano, 1981
691

Dalam perkembangan  perlanggung

jawaban pidana di Indonesm, femyata vang
dapat dipenanggungawabkan  tdak  hanva
manusia, tetapi  juga  korporas,  Khusus
menpenai  perlanggungjawaban  Korporasi
dalam hukum pidana. twrdapat bermacam-
macam cara perumusan vang ditempuh oleh
pembuat undang-undany, vaitu -
1. vang dapat melakukan tindak pidana dan
vang dapat dipertanggungjawabkan adalah
orang. rumusan ini dianut di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
{selanjutnya disingkat KUHP),
yang dapat melakukan tindak pidana
adalah orang dean atau korporasi, tetapi
vang dapat  dipertanggungjawabkan
hanvalah orang Dalam hal korporasi
melakukan tmdak pidana, maka vang
dipertanggungjawabkan adalah pengurus
korporasi;

3. vang dapatmelakukan tindak mdana dan
vang dapat dipertanggungiawabkan adalah
orang dan atau korporasi. (Hamzah Hatnk.
1956:5-6)

Dari  perkembangan  perlanggung
jawaban pidana i Indonesia tersebut,
jelas bahwa korporast dapat menjadi pelaku
perbuatan mdana dan jupa  dapal
dipertanggungawabkan, Berkaitan dengan
makalah imi, maka perlu dijelaskan bagaimana
bentuk pertanpgungjawaban pidana korporasi
dalam kejahatan ckonomi, sehingga ada
penyelesalan  tuntas terhadap  kasus-Kasus
kejahatan korporasi di [ndonesia.

Il
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Adapun pengertian kejahatan ekonom:
dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam
artt luas, [h Indonesia, ketentuan mengenal
tindak pidana ekonomi dalam. arti sempit
adalah perbuatan-perbuatan vang melanggar
Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang
Tindak  Pidana Ekonomi  {selanjutnya
disimgkat ULUTPE). Sedangkan dalam ani
lugsadalah setiap perbuatan vang melangger
ketentuan  di luar  undang-undang tindak
pidana ekonomi  ataw  perbuatan  vang
berpengaruh negatil terhadap perekonomian
dan keuangan negara.

Identifikasi Masalah

Banyaknya kasus-kasus  kejahatan
korporasi di masyarakat telah menjadikan
tujuan pembangunan di bidang ekonomi
menjadi  terganggu,  Misalnya, kasus
perbankan yang selatu melibatkan korporasi
sehagai pelaku kejahatannya. Dan berkaitan
dengan uraian sebelumnya, maka perly
dibahas tentang pertanggungjawaban
korporasi dalam kejahatan ekonomi sesuai
dengan  judul makalah. Rumusan
permasalahan  yang hisa diajukan adalah
bagaimana  bentuk  penanggungjawaban
pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi

Analisis

Perkembangan  korporasi  sebagas
subyek hukum pidana  merupakan akibat
perubahan-perubahan  vang tepadi  dalam
masvarakat dalam menjalankan  akuvitas
usaha. Pada masvarakat vyang masih
sederhana, kegatan usaha cukup diyalankan
secara | perorangan Namun dalam
perkembangan masyarakat modemn, timbul
kebutuhan untuk mengadakan kena sama
dengan  pthak  lain  dalam  menjalankan
kegistan usaha, Beberapa hal yang menjadi
faktor pertimbangan untuk mengadakan kerna
sama. antara lain terhimpunnya modal yvang

-ﬁ
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lchnh banvak, tergabunpnva Kelrampilan
dalam suaty usaba jauh lebib bak dibanding
suatu usaha dipalankan scorang din, dan
mungkin  dengan  pertimbangan  dapat
membagi resiko kerugian. (Rudi Prasetya,
1989:3)

Kumpulan orang dan atau kekayaan
vang berorganisasi, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan  hukum
dinamakan korporasi. D1 dalam  hukum
pidana, Korporasi sebagai subvek  hukum
midana dapat melakukan perbuatan prdana dan
dapat dipertanggungiawabkan

Ada tiga sistem pertanggungjawaban

pidana  korporasi  schagai  subvek  hukum

pidana, vaitu -

|, pengurus  korporasi  sebagai  pembuat,
maka penguruslah  vang  bheranggung
jawah;

2. korporast  sebagar  pembuat,  maka

pengurus yang bertanggung jawab;

3. korporasi sebagai pembuat dan korporasi
vang bertangguny jawab. (Hamzah Harik,
1996:30)

Pertanggungjawaban pidana korpora-
si dalam kejahatan ckonomi akan berkait
dengan pengertian kejahatan ekonomi, baik
dalam artn sempit maupun dalam arti luas.
Sebagaimana dinvatakan oleh Muladi bahwa
kejahatan ekonomi mempunvai ruang lingkup
vang sangal luas. Tindak pidana di bidang
perekonomian merupakan bagian dari hukum
ckonomi yang berlaku di sual  bangsa,
sedangkan hukum ekonomi vang berlaku di
suatu nmegara hidak akan terlepas dan sistem
chonomi yang dianut oleh bangsa tersebut
(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:13)

Peraturan perundang-undangan pidana
di Indonesia vang mengalur korporasi schaga
subyek hukum pidana dapatdiklasifikasikan ke
dalam dua kelompok, vaity

PERSPERTIE, Valume 4, Noguor 3, Talrneer P99 g fal

, sehagai
subvek hukum pidana tetapi vang capat
dipertangeungjawabkan hanva pengurus:

. wvang  menvalokan korporasi

1~

vang menyaiakan  korporasi  sebapai
subvek  hukum mdana dan  dapat
dipertanggungjawabkan, (Barda Nawawi
Anef, bahan foto copy @ 1)

© Kejahatan  ekomomi  dalam  art
sempit, vaiie  melanggar  UUTPE, dan
kejahatan ckonomi dalam  arti fuas, wvaitu
melanggar  keteptuan di luar  UUTPE,
peraturan perundang-undangan ada di dalam
klasilikasi vang kedun [Dengan adanya
klasifikasi tersebul, maka korporasi sebagai

pelaku kejahatan ekonomi dapat
dipertanggung jawabkan.
Korporast  sebapal  subyek  hukum

pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah

dilakukan  perbuatan pidana dan ada
pertangeungawaban  pidana. Perbuatan
korporasi bisa dikatakan perbuatan pidana
apabila memenuht  rumusan  peraturan
perundang-undangan berdasarkan asas
legalitas. Korporasi  dapat  dipertanggung

Jawabkan apabila telah dipenuhi unsur-unsur
kesalahan. Unsur-unsur  kesalahan adalah
adanya kemampuan bertanggung  jawab,
adanya bentuk kesalahan dan tidak adanva
alasan pemaaf’

Femampuan beranggung jawab di
dalam hukum pidana merupakan masalah
yang menyangkut keadaan batin orang yang
melakukan  perbuatan pidana.  Seseorang
dikatakan mampu bertanggung jawab apabila
mempunyal tiga macam kemampuan schagai
bkt
1. mampu mengerti maksud perbuatannva:

2 mampu menvadari perbuatannya  tidak
dapat dibenarkan oleh masvarakat;
3 mampu menentukan  kehendak  dalam

melakukan perbuatannva. {Roeslan Saleh,
198185

T ———————————————————
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Berkaitan dengan masalah korporas
sehagan subyek hukum pidana, maka secan
alamigh ketentuan kemampuan beranggung
jawab ndak dapat ducraphan. MNamun apabla
diterima konsep functioneel daderschap, maka
kemampuan bertanggung jawab dalam hukum
pidana dapat diterapkan pada korporas:
Keheradaan korporasi hidaklah dibentuk tanpa
suatu tujuan dan akuvitas, dimana pencapaian
wivan korporasi selalu diwujudkan melaiu
perbuatan  manusia,  Dengan demikian
kemampuan berangeung jawab pelaksana
korporast dilimpahkan menjadi kemampuan
hertanggung jawab korporasi sehagal subvek
hukum  pidana  vang dapat melakukan
perbuatan pidana. dan memiliki kemampuan
hertanggung jawab. (Hamzah Hatnk, 1996:86)

Kescngajaan {(opzet} dan  kealpaan
(culpa) adalah dua bentuk kesalahan {schuld)
dalam hukum pidana Apabila tidak ada
kesenpajaan dan  atau  kealpaan dalam
perbuatan pidana, maka udak akan ada
kesalahan, sehingea tidak ada-bentuk sanksi
pidana vang dijatubkan

Dalam ilmu hukum pidana, umumnya
dibedakan tiga macam sengajaan  sebagal
berikut
1. kesengajaan sebagai

(opzetalspogmerk ). yailu suatu perbuatan
dilakukan untuk mencapai tujuan;

7 kesenpajaan  dengan  kesadaran  akan
kepastian, wvaitu seseorang melakukan
suatu perbuatan menyadari bahwa apabila
perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan
lain yang juga merupakan pelanggaran
akan terjadi (opzet bi) noodzakelijkheids
bewustziin, opzetbip  noodzakerheids
bewustzin),

3. kesenpajsan melakukan suate perbuatan
dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan
imbulnya sualu  perbuatan  lain  yang
merupakan tindak pidana (opzet i

maksud

e #

mogelijkheidshewusizin}. Kesengajaan ini
dikenal pula dengan dolus eventualis,

Seperti halnva kesenpajaan,  hdak
ada keterangan vang jelas lentang kel puan
dalam KUHP, Berdasarkan memon penjelasan
KUHP ditegaskan bahwa kesalahan yang
berbentuk kescngajaan dan kealpaan hanya
menyangkut soal gradasi. Oleh karena ilu, ada
yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah
obyek vang dilindungi oleh hukum, sedangkan
kealpaan adalah suatu pelanggaran terhadap
obyek yang dilindungi, tidak disadari karena
kekurang pengertian,

Rerkaitan dengan kejahatan korporasi,
maka untuk menentukan ada tidaknya bentuk
kesalghan, Muladi mengemukakan apakah
kesengajaan bertindak  pengurus korparas
pada kenyataannya lercakup dalam politik
perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang
nvala dari suatu  perusahaan. Jadi harus
dideteksi melalul suasana  kejiwaan  yang
berlalu pada korporasi, Dengan konstruksi
pertanggungjawaban kesengajaan perorangan
vang bertindak atas nama korporasi dapat
menjadi  kesengajaan  korporasi {Muladi,
1950 5-0]

Unsur terakhir dari kesalahan adalah
tidak adanva alasan pemaaf Dasar peniadaan
pidana tersebut juga berlaku bagl korporasi
sebagai subvek hukum pidana.

Sebagaimana dikatakan oleh Muladi
hahwa alasan-azlasan penghapus pidana dapat
diterapkan pada korporasi sebagai pelaku
perbuatan pidana, dan tidak hanva terbatas
padn afwezigheid van alle schuld saja,
melainkan dapat  mencakup yang lain,
misalnya dava paksa {overmacht) (Muladi,
1990:6)

[an pembahasan tentang pertanggung
jawaban pidana korporasi tersebut di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa korporasi
sehagai  pelaku  perbuatan  pidana  harus
memenuhi- unsur-unsur kesalahan agar dapat

M
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dijatuty sanksi pidana. Adapun sanksi pdana
yang paling tepat dijatuhkan pada Korporasi
adalah sanksi atau tindakan wvanp bersifal
chonomus - dan admmstran . Sapkst lersebul
tercantum dalam pasal 7 avat | mengenal
hukuman tambahan dan pasal 8 monpenas
tindakan tata tertib vang diatur dalam UUTPE.
Dengan demikian selain pidana denda,
terhadap korporas: dapat pula dikenakan
1. pidana tambahan seperti penutupan
seluruh  atau  sebogan  perusahaan,
pengumuman putusan hakim, perampasan
barang-barang udak tetap, baik  vang
berwujud maupun yang tidak berwujud;
atau
tindakan tata tertib seperti penempatan
perusahaan di bawah pengapuan atau
pengawasan, kewajiban membavar uang

| ]

jaminan, dan  kewajiban  membayar
sejumlah  wang  sebagai  pencabutan
keuntungan,
Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terscbut di
atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebaga
beriku
I, dalam kejahatan ekonomi, baik dalam ani
sempit maupun dalam  artiluas, dikenal
korporasi sebagai subvek hukum pidana,
vang bisa melakukan perbuatan pidana dan
bisa dipertanggungjawabkan;

2. agar korperasi bisa dijatubi sanksi pidana,
korporasi harus telah melakukan perbuatan
pidana  sesuai

Fumusan peraturan
perundang-undangan  dan  memenuhi
unsur-unsur  kesalahan, vang  meliputi

adanya kemampuan bertanggung jawab,
adanya bentuk kesalahan dan tidak adanya
alasan pemaaf;

3. bentuk sanksi pidana vang paling tepat
bagi korporasi sebagai pelaku perbuatan

pidana  adalah  =anksi
ckanomis dan admimstran !

vang  bersifal

Saran

Untuk menerapkan asas pertanggung
Jawaban “tdak ada pidana tanpa kesalzhan®
pada korporasi sebapgai pelaku  perbuatan
piddana sangatlah susah. Untuk itu akan lebth
terghomodasi masalah-masalah kesejahteraan
manusia, apabila diterapkan asas strict liability
dan wvicarious liability terhadap kejahatan
Karporash.
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